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PERATURAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

Menimbang

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan
Pertolongan dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun
2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan,
telah terjadi perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sehingga
perlu dilakukan perubahan dan penataan organisasi dan
tata kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan;

bahwa Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor
PK.19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Search and Rescue sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR
Nasional Nomor PK.20 Tahun 2014 sudah tidak sesuai
dengan tuntutan dan perkembangan organisasi Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan;

bahwa organisasi dan tata kerja Kantor Pencarian dan
Pertolongan telah memperoleh persetujuan dari Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
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Mengingat

Menetapkan

Birokrasi berdasarkan surat Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/436/M.KT.01/2017 tanggal 24 Agustus 2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Pencarian dan Pertolongan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
820);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

(1)

(2)

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 1
Kantor Pencarian dan Pertolongan merupakan Unit
Pelaksana Teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
Kantor Pencarian dan Pertolongan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) secara teknis administratif dibina
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oleh Sekretaris Utama dan secara teknis fungsional
dibina oleh Deputi Bidang Operasi Pencarian dan
Pertolongan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Bina
Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan serta
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem
Komunikasi Pencarian dan Pertolongan.

(3) Kantor Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2
Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas
melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan
komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga
dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan

Pertolongan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Kantor Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi
dan pelaporan Kantor Pencarian dan Pertolongan;

b. pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan;

c. pelaksanaan latihan operasi Pencarian dan Pertolongan;

d. pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan
Pertolongan;

e. koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi
Pencarian dan Pertolongan;

f. pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat
dan peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan;

g. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga
Pencarian dan Pertolongan;

h. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi
Pencarian dan Pertolongan;

i.  pelaksanaan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan;

dan



2017, No.1392

(1)

(2)

pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan,
kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan

kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 4
Klasifikasi Kantor Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
a. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A; dan
b. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B.
Klasifikasi Kantor Pencarian dan Pertolongan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai

dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A

Pasal 5

Susunan organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri

atas:

a.
b.
C.
d.

(1)

Subbagian Umum;
Seksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan;
Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6
Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan

rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan,

pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan,
kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan
kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan, serta

pengelolaan data dan informasi Kantor Pencarian dan

Pertolongan.



(2)

(3)
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Seksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal S5 huruf b
mempunyai tugas melakukan siaga, latihan, tindak awal
dan operasi, koordinasi, pengerahan dan pengendalian
potensi Pencarian dan Pertolongan.

Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan
prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi,
pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga dan
potensi, serta  pemasyarakatan Pencarian dan

Pertolongan.

Bagian Kedua

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B

Pasal 7

Susunan organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas

B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b,

terdiri atas:

a.
b.
C.
d.

(1)

(2)

Urusan Umum;
Subseksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan;
Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8
Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan

rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan,

pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan,
kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan
kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan, serta

pengelolaan data dan informasi Kantor Pencarian dan
Pertolongan.

Subseksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b

mempunyai tugas melakukan siaga, latihan, tindak awal



